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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Kemauan Membayar Pajak dan Tingkat Pemahaman Wajib 
Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak (Studi Empiris Pemilik Kos Yang Terdaftar di Badan Pengelolaan 
Pajak Daerah Kota Palembang). Responden pada penelitian pemilik rumah kos yang memiliki jumlah kamar  di 
atas 10 yang terdaftar di Badan Pengelolaan Pajak Daerah (BPPD) Kota Palembang. Penelitian ini 
menggunakan metode kuantitatif. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus slovin, dengan jumlah 
sampel sebanyak 152 wajib pajak. jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder dengan 
teknik analisis menggunakan pengujian SPSS 23. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kemauan 
membayar pajak (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak. Sedangkan Tingkat 
pemahaman wajib pajak (X2)  berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak rumah kos. 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, kemauan membayar pajak dan tingkat pemahaman wajib pajak mempunyai 
nilai yang signifikan 0,079 dan 0,000, yang artinya nilai ini lebih kecil dari 0,05 dengan t hitung sebesar 1,771 
dan 4,948 dibandingkan dengan t tabel 1,97601 yang berarti t hitung > t tabel, berdasarkan hal tersebut dapat 
disimpulkan bahwa kemauan membayar pajak (X1) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar 
pajak (Y) karena nilai siginifikan lebih besar dari 0,05 sehingga t hitung < t tabel, maka H0 diterima dan H1 
ditolak. Tingkat pemahaman wajib pajak (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan membayar pajak (Y) karena 
nilai signifikasi yang lebih kecil dari 0,05 dan t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 
 
Kata Kunci : Kemauan dan Pemahaman, Rumah Kos, Kepatuhan Membayar Pajak 
Abstract 
This study aims to determine the influence of taxpayer willingness and level of understanding of taxpayers 
against taxpayer compliance (Empirical Study of Kos Owners Listed in the Local Tax Management Agency of 
Palembang). The respondents who have a number of rooms above 10 are registered in the Regional Tax 
Management Board (BPPD) of Palembang. This research used quantitative method. Sampling technique using 
slovin formula, with the number of samples as much as 152 taxpayers. the type of data used is the primary data 
and analysis techniques using SPSS test 23. The results in this study indicate that the willingness to pay taxes 
(X1) has no significant effect on tax pay compliance. While the level of understanding of taxpayers (X2) have a 
significant effect on compliance to pay taxes boarding house. Based on the results of the above research, the 
willingness to pay taxes and the level of understanding taxpayers have a significant value of 0.079 and 0.000, 
which means this value is smaller than 0.05 with t arithmetic of 1.771 and 4.948 compared with t table 1.97601 
which means t arithmetic > t table, it can be concluded that the willingness to pay tax (X1) has no significant 
effect on taxpayer compliance (Y) because the significant value is greater than 0.05 so that t <t table, then H0 is 
accepted and H1 is rejected. The level of understanding of taxpayers (X2) affect taxpayer compliance (Y) 
because the significance value is smaller than 0.05 and t arithmetic> t table, then H0 is rejected and H1 
accepted. 
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1. PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk mencapai suatu tujuan dari segi penerimaan, baik yang 
bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat untuk membiayai pengeluaran rutin serta 
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infrastruktur pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Dengan dilaksanakannya kebijakan otonomi 
daerah memberikan kewenangan kepada tiap daerah dalam mengatur dan mengelola daerahnya masing-
masing, maka pemerintah daerah harus dapat mengenali potensi dan mengidentifikasi sumber daya yang 
dimiliki. Kota Palembang merupakan kota terbesar setelah kota medan. Kota Palembang tempat yang 
sangat menarik bagi masyarakat dari luar untuk datang ke kota dengan berbagai tujuan yaitu untuk 
keperluan mencari pekerjaan, bisnis, belajar dan berwisata. Sehingga penduduk Kota Palembang 
mengalami peningkat setiap tahunnya. Adapun data jumlah penduduk di Kota Palembang dari tahun 2012-
2016 sebagai berikut : 
Tabel 1.1 
Jumlah Kependudukan Kota Palembang 
Tahun 2012-2016 
Tahun Laki-laki Perempuan Jumlah Presentase 
2012 1.503.485 1.503.485 3.006.970 0,193 
2013 1.538.000 1.533.827 3.071.800 0,197 
2014 1.561.396 1.555.592 3.116.988 0,200 
2015 1.583.886 1.577.148 3.161.034 0,203 
2016 1.605.980 1.598.162 3.204.142 0,206 
2017 1.613.709 1.623.099 3.236.808 0,210 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Palembang, 2018 
 
Berdasarkan data tabel diatas penduduk di kota Palembang setiap tahunnya mengalami peningkatan 
rata-rata 3-4%. Dikarenakan banyaknya jumlah pendatang dari luar daerah, sebagian besar yaitu 
mahasiswa dan pekerja. Hal ini tentu membawa permasalahan tersendiri pada tempat tinggal yang 
diperlukan sementara selama berada di Palembang. Pengusaha maupun penduduk asli di Palembang 
memanfaatkan situasi ini sebagai peluang usaha membuka usaha rumah kos. 
Menurut Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Pajak Daerah di Dinas Pendapatan Daerah 
(Dispenda) Kota Palembang, yakni Bapak Sodikin. Sodikin mengaku bahwa salah satu pajak daerah yang 
potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin padatnya dan banyaknya kampus perkuliahan tak 
menampik kemungkinan menjamurnya usaha penyewaan kamar dan usaha kos-kosan berdiri. Pencapaian 
realisasi pajak kos berkisar 48 juta rupiah, atau melebihi dari target yakni 25 juta perbulan, namun dari 86 
wajib pajak yang terdaftar baru 50% yang telah melakukan kewajiban tersebut. Berdasarkan Peraturan 
Daerah (Perda) Nomer 11 Tahun 2010 tentang pajak hotel dikenakan tarif sebesar 10%, diketahui bahwa 
hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan atau peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan 
dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, serta usaha 
sewa kamar atau kos-kosan yang memiliki kamar lebih dari 10 sangat menjanjikan sebagai sumber 
pemasukan dan pendapatan daerah. (Kaganga.com,Palembang) 
Pajak Hotel dalam kategori rumah kos dapat menjanjikan sebagai sumber pemasukan dan pendapatan 
daerah Kota Palembang, namun dari data yang kami peroleh dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan 
pajak hotel dalam kategori rumah kos pada tahun 2012 mengalami penurunan dari target yang ditetapkan. 
Dikarenakan kurangnya tingkat kemauan mereka untuk melapor dan membayar pajak usaha kos tersebut. 
Berikut data realisasi penerimaan daerah kota Palembang : 
Tabel 1.2 





1 2012 Rp 20.000.000.000,00 Rp 19.851.876.671,50 
2 2013 Rp 23.000.000.000,00 Rp 30.720.894.276,20 
3 2014 Rp 35.750.000.000,00 Rp 38.869.545.560,00 
4 2015 Rp 41.646.000.000,00 Rp 43.539.617.438,00 
5 2016 Rp 51.260.863.109,00 Rp 52.346.963,653,00 
Sumber : Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang,2018 
 
Pemilik usaha rumah kos rata-rata merasa keberatan bahwa usahanya tersebut dikenakan tarif pajak 
yang sama dengan pajak hotel sedangkan dari segi fasilitas saja terdapat perbedaan, dan ada juga pemilik 
usaha rumah kos ini tidak membayar pajak rumah kos tetapi membayar pajak izin usaha tiap tahunnya. 
(Pemilik Rumah Kos,2018)  
Rumah kos di kota Palembang umumnya berada di daerah Bukit Besar, Plaju, dan Inderalaya, titik 
dimana terdapatnya universitas serta berbagai daerah lainnya yang menjadi tempat hunian yang paling 
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banyak diminati bagi warga pendatang yang bekerja dan belajar di kota ini. Sebagai pemilik usaha rumah 
kos mereka wajib untuk membayar pajak rumah kos.  
Berikut data jumlah wajib pajak rumah kos yang masih aktif dan melapor di kantor Badan Pengelola 
Pajak Daerah Kota Palembang: 
Tabel 1.3 
Jumlah  Wajib Pajak Rumah Kos yang masih aktif dan melapor pada tahun 2017 di  
Kantor Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang 
 
No Kecamatan Wajib Pajak 
1 Ilir Timur I 77 
2 Ilir Timur II 35 
3 Ilir Barat I 41 
4 Ilir Barat II 3 
5 Seberang Ulu I 11 
6 Seberang Ulu II 2 
7 Sukarami 15 
8 Kemuning 15 
9 Kalidoni 3 
10 Bukit Kecil 31 
11 Plaju 1 
12 Alang-alang Lebar 9 
13 Sako 1 
14 Gandus 1 
Total 245 
 Sumber: Kantor Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Palembang,2018 
 
Jumlah wajib pajak rumah kos terbanyak terdapat pada tahun 2017 yang berjumlah 245 wajib pajak, 
dan jumlahnya selalu mengalami peningkatan pada setiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena semakin 
berkembangnya keberadaan tempat pendidikan terutama universitas dan perkantoran di kota Palembang. 
Konsumen rumah kos yang terbesar di wilayah ini merupakan mahasiswa dan pekerja sebagai tempat 
tinggal sementara untuk menunjang kebutuhannya selama berada di kota Palembang. 
Saat ini bisnis kos-kosan menjamur, tetapi banyak sekali pemilik rumah kos yang enggan memenuhi 
kewajibannya untuk melapor dan membayar pajak. Hal ini juga berimbas bagi pendapatan pemerintah. 
Terkadang para pemilik kos-kosan menutup-nutupi kebenaran misalnya dengan mengatakan bahwa jumlah 
kamar yang digunakan kurang dari sepuluh. Kos tersebut mengaku enggan membayar pajak karena 
pengusaha kos tidak setuju pajaknya disamakan dengan pajak hotel yang tidak seharusnya rumah kos 
mendapatkan perlakukan perpajakan yang sama dengan hotel seharusnya pemerintah dapat membedakan 
tarif pajak antara kos dan hotel. Dimana pemilik kos tidak memungut pajak dari penyewa mereka hanya 
mengenakan harga penginapannya saja, belum lagi pengeluaan rutin setiap bulannya yang harus dibayar 
seperti listrik, air, penjaga kos dan menopang hidup dari penghasilan usaha tersebut. Mereka menganggap 
bahwa usaha kos-kosan ini hanya la kerja sampingan, bukan untuk meraup keuntungan dari usaha tersebut.  
Dalam mendukung untuk memanfaatkan potensi yang ada, pemerintah kota Palembang juga telah 
melihat potensi ini dengan mencantumkan rumah kos sebagai salah satu objek pajak daerah yang termasuk 
di dalam pajak hotel. Banyak pihak dari Dispenda yang menangani kos-kosan mengalami kesulitan untuk 
mendata pemiliknya. Himbauan kepada pemilik kos guna mematuhi wajib pajak. Langkah tersebut 
diharapan bisa membuat pemiliknya untuk membuat izin sekaligus membayar pajak. 
Permasalahan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan yang terus- menerus terjadi 
dalam bidang perpajakan. Di Indonesia tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah. Rendahnya tingkat 
kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya masih sangat ironis jika dibandingkan 
dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia (Yusro dan Kiswanto, 2014). 
Kepatuhan pajak sebagai perilaku wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya kepada Negara 
mengenai peraturan perpajakan yang berlaku.  Peraturan mengenai kepatuhan perpajakan ini ada didalam 
peraturan direktur jendral pajak nomer : PER-04/PJ/2012 tentang pedoman penggunaan metode dan teknik 
pemeriksa untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak. 
(http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan- pajak)   
Kemauan wajib pajak dalam membayar kewajiban pajaknya merupakan hal penting dalam rangka 
optimalisasi penerimaan pajak. Menurut penelitian Widayati dan Nurlis (2010) terdapat faktor yang 
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mempengaruhi kemauan wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya yaitu faktor kesadaran 
membayar pajak, persepsi yang baik atas sistem perpajakan, pengetahuan dan pemahaman mengenai 
peraturan perpajakan. Sedangkan menurut penelitian Alfiah, Irma (2014) bahwa kemauan membayar pajak 
tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. 
Dengan semakin meningkatnya jumlah wajib pajak diharapkan dapat menambah penerimaan pajak. 
Permasalahan tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang tidak memahami secara 
jelas. Seharusnya para wajib pajak diberi pemahaman yang lebih mengenai manfaat pajak dan kemana 
uang pajak akan digunakan melalui sosialisasi, dan dilakukan pendekatan terhadap wajib pajak agar wajib 
pajak merasa lebih dekat dan tidak takut membayar pajak. Sehingga muncul kemauan dari dalam diri untuk 
membayar pajak.  
Menurut Handayani, Faturokhman, & Pratiwi (2012) pengetahuan dan pemahaman perpajakan yaitu 
suatu ingatan dan hafalan mengenai definisi perpajakan, peraturan termasuk undang-undang yang 
mengatur menganai perpajakan dan ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang harus diketahui agar 
dapat diaplikasikan kedalam kehidupan nyata. Pengetahuan mengenai perpajakan tersebut dapat wajib 
pajak dapatkan dari pendidikan formal ataupun non formal. 
Berdasarkan pemungutan pajak wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, dan 
membayar sendiri jumlah pajak yang terutang sesuai dengan ketetapan peraturan perundang-undangan 
perpajakan sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang berada pada wajib pajak sendiri. Dengan 
demikian indikator wajib pajak bisa dikatakan paham dan patuh jika wajib pajak mampu menghitung, 
memperhitungkan, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri.  
Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Irma Alfiah (2014) menyatakan bahwa 
kemauan bukan faktor utama yang bisa mempengaruhi kewajiban membayar pajak. Selain itu juga alasan 
yang bisa dijelaskan Karena terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi. Pemenuhan 
kebutuhan hidup yang tinggi ini akan semakin mengurangi kemauan mereka dalam membayar pajaknya. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa adanya hubungan negatif antara kemauan wajib pajak terhadap 
kepatuhan membayar pajak, menunjukkan sebagian besar wajib pajak rumah kos masih terdapat kurangnya 
kemauan untuk membayar pajak, jika kemauan wajib pajak kurang maka akan mempengaruhi tingkat 
kepatuhan membayar pajak. Sedangkan menurut penelitian (Puji Lestari,2010) Tingkat pemahaman wajib 
pajak diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, memperhitungkan, 
membayar dan melaporkan pajaknya. Semakin tinggi tingkat pemahaman maka akan semakin kecil 
kemungkinan untuk melanggar peraturan tersebut sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.  
Menurut Rachmawati (2014) tingkat kepatuhan wajib pajak rumah kos di kota Palembang masih 
dikatakan buruk karena pemilik usaha kos tidak membuat dan melaporkan kegiatan usahanya secara 
periodik, baik laporan bulanan maupun tahunan. Ketidakpatuhan wajib pajak yang lebih buruk dari sekedar 
tidak menyampaikan SPT  tepat waktu. Wajib pajak dengan sengaja hanya melaporkan sebagian kegiatan 
usaha kepada pihak perpajakan. Para wajib pajak tersebut mempunyai alasan, bahwa mereka tidak 
mempunyai waktu untuk membayarnya setiap dalam hitungan satu bulan, oleh karena itu perlunya sanksi 
tegas agar naluri tersebut tidak melanggar kewajiban berbangsa dan bernegara. 
Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis akan meneliti mengenai  
“PENGARUH KEMAUAN MEMBAYAR PAJAK DAN TINGKAT PEMAHAMAN WAJIB 
PAJAK TERHADAP KEPATUHAN MEMBAYAR PAJAK (Studi Empiris Pemilik Kos di Kota 
Palembang)”. 
 
1.2 Rumusan Masalah  
1. Bagaimana pengaruh kemauan membayar pajak rumah kos terhadap kepatuhan dalam membayar pajak 
rumah kos? 
2. Bagaimana pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan dalam membayar pajak 
rumah kos? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
1. Untuk menguji seberapa besar pengaruh kemauan membayar pajak pemilik usaha kos terhadap 
kepatuhan dalam membayar pajak di kota Palembang. 
2. Untuk menguj seberapa besar pengaruh tingkat pemahaman wajib pajak pemilik usaha kos terhadap 









II. TINJAUAN PUSTAKA 
2.1 Landasan Teori 
2.1.1 Teori Kepatuhan 
Menurut Rustiyaningsih (2011:47) mengatakan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak dalam bidang 
perpajakan berarti suatu keadaan dimana Wajib Pajak melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya 
secara disiplin dan taat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
2.1.2Theory of Planned Behavior (TPB) 
Teori ini menjelaskan tentang adanya niat berperilaku yang timbul oleh individu itu sendiri. 
Menurut Ariani (2016) mengatakan bahwa niat yang muncul dalam berperilaku ditentukan oleh 
beberapa faktor, yaitu: 
a. Behavioral Beliefs 
Faktor pertama ini adalah hasil yang diperoleh dari bentuk perilaku dan evaluasinya dalam 
suatu keyakinan individu. 
b. Normative Beliefs 
Faktor kedua ini adalah harapan dan motivasi yang dipegang teguh oleh keyakinan individu 
dalam harapan normative kepada orang lain dalam memenuhi harapan. 
c. Control Beliefs 
Faktor terakhir ini adalah keberadaan suatu hal yang mendukung dan menghambat perilaku 
dalam keyakinan individu yang akan ditampilkan kepada orang lain terhadap seberapa kuat suatu 
hal yang dapat mendukung dan menghambat perilaku individu. 
 
2.1.3Pajak 
menurut Undang-Undang Nomor 28 Pasal 1 Angka 1 Tahun 2007  dalam (Herry Purwono, 2010, 
h.7) adalah :“Pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 
badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” 
 
2.1.4 Kemauan Wajib Pajak  
Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia mendefinisikan kemauan sebagai dorongan dari dalam 
yang sadar, pertimbangan pikir dan perasan, serta seluruh pribadi seseorang yang menimbulkan 
kegiatan yang terarah pada tercapainya tujuan tertentu. Kemauan membayar pajak merupakan nilai 
dimana seseorang rela untuk membayar, mengorbankan atau menukar sesuatu untuk memperoleh 
barang atau jasa. Untuk mencapainya target pajak, perlu ditumbuhkan tingkat kemauan wajib pajak 
untuk memenuhi kewajiban dengan ketentuan yang berlaku. 
 
2.1.5 Pemahaman Wajib Pajak 
Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti bagaimana seseorang 
mempertahankan, membedakan, menduga, menerapkan, memperluas, menyimpulkan, 
menggeneralisasikan, memberikan contoh, dan memperingatkan (Arikunto,2009:118). Pemahaman 
wajib pajak juga dapat diartikan sebagai pandangan wajib pajak dalam pengetahuan perpajakan yang 
dimiliki.  
Menurut penelitian Riko (2006: 75) tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan 
pengetahuan secara intensif yang dilakukan seseorang individu, sejauh mana dia akan dapat mengerti 
akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahui. Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan 
perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, wajib 
pajak cenderung tidak patuh ketika memahami mengenai peraturan perpajakan (Julianti,2014: 30).  
Tingkat peahaman wajib pajak diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban 
menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangnya, semakin tingki pengetahuan dan 
pemahaman terhadap peraturan perpajakan maka akan semakin kecil kemungkinan untuk melanggar 
peraturan tersebut sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Dengan adanya pemahaman 
dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Putri, 2014). 
 
2.1.6 Rumah Kos 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada beberapa definisi yang perlu kita ketahui : 
a. In-de-kos adalah tinggal dirumah orang lain dengan tanpa makan (dengan membayar setiap bulan)/ 
memondok. 
b. Meng-in-de-kos-kan adalah menumpang seseorang tinggal dan makan dengan membayar. 
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Dari kedua definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemilik rumah indekos adalah orang pribadi 
atau badan yang memiliki rumah, kamar, atau bangunan, yang disewakan kepada pihak lain sebagai 
tempat tinggal/pemondokan dan mengenakan pembayaran sebagian imbalan dalam jumlah tertentu. 
 
2.2 Kerangka Pemikiran 
Berikut merupakan gambaran untuk kerangka pemikiran berdasarkan landasan teori yang telah diuraikan. 
 





Sumber: Penulis, 2018 
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran 
     Berdasarkan penelitian tersebut dapat diidentifikasi bahwa variabel bebas (X1) adalah kemauan 
membayar pajak, sedangkan (X2) yaitu tingkat pemahaman wajib pajak dan variabel terikat yaitu 
kepatuhan membayar pajak (Y). 
 
2.3 Hipotesis 
Berdasarkan penjelasan dan paradigm penelitian diatas,penulis merumuskan hipotesis yaitu : 
  H1: kemauan membayar pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak 
  H2: Tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak 
 
III. METODE PENELITIAN 
3.1 Pendekatan Penelitian 
Pendekatan penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2014: 7) dapat diartikan sebagai metode 
penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi sampel 
tertentu,pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, 
dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. 
 
3.2 Objek/Subjek Penelitian 
Objek penelitian adalah rumah kos yang berjumlah kamar yang melebihi dari 10 kamar yang terdaftar 
di BPPD Kota Palembang. Sedangkan subjek penelitian ini adalah BPPD Kota Palembang. 
 
3.3 Teknik Pengambilan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak Pemilik Kos yang terdaftar di BPPD Kota Palembang 
yang berjumlah 245 wajib pajak.   Sedangkan Sampel yang dibutuhkan untuk menjawab kuesioner dengan 
menggunakan rumus slovin sehingga di dapat sebanyak 152 wajib pajak yang terdaftar di BPPD Kota 
Palembang. 
 
3.4 Jenis Data 
Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer 
merupakan data yang diperoleh secara langsung dari hasil kuesioner. Sedangkan sekunder digunakan dalam 
pengambilan data wajib pajak pemilik kos yang terdaftar di BPPD Kota Palembang. 
3.5 Teknik Pengumpulan Data 
Menurut penelitian Sugiyono, 2017:137 Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang 
dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Dalam 
















3.6 Teknik Analisis Data 
3.6.1 Uji Instrumen Data  
3.6.1.1Uji Validitas  
Suatu instrumen dikatakan valid apabila r hitung > r tabeldan instrumen dikatakan tidak valid 
apabila r hitung < r tabel sesuai dengan metode Corrected Item-Total Correlations. 
 
3.6.1.2 Uji Reliabilitas  
Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu. 
Suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai Cronbach’s Alpha > 0,7 (Ghozali, 2016 hal:43). 
 
3.6.1.3 Method of Successive Interval (MSI) 
Menurut Ghozali (2016 hal:50), Method of Successive Interval (MSI) adalah suatu metode untuk 
mentransfer data berskala ordinal menjadi interval. 
 
3.6.2 Uji Asumsi Klasik 
3.6.2.1 Uji Normalitas 
Menurut Ghozali (2016, hal:154) Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah model 
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. 
 
3.6.2.2 Uji Heteroskedastisitas 
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan varian dari residual atau pengamatan kepengamatan lain. Jika varian dari satu 
pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan model regresi 
yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. 
 
3.6.2.3 Uji Multikolineritas 
Menurut Imam Ghozali (2016, hal:103), uji multikolineritas bertujuan untuk menguji apakah 
model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). 
 
3.6.2.4 Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi kesalahan 
pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) 
(Ghozali, 2016, hal:107). 
 
3.6.2.5 Uji Linearitas 
Uji linearitas digunakan untuk melihat apakah spesifikasi model yang digunakan sudah benar 
atau tidak. Apakah fungsi yang digunakan dalam studi empiris sebaiknya berbentuk linear, 
kuadrat atau kubik. 
 
3.6.2.6 Analisis Regresi Berganda 
 Menurut Priyatno (2014, h.148) analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui 
pengaruh atau hubungan secara linier antara dua atau lebih variable independen dengan satu 
variabel dependen. 
Persamaan regresi linier berganda dengan 2 variabel independen sebagai berikut: 
 
   
 
Keterangan: 
Y =  kepatuhan dalam membayar pajak 
a =  Konstan (nilai Y’ apabila X1 dan X2 = 0) 
b =  Koefisien regresi (nilai peningkatan atau penurunan) 
X1 =  PengaruhKemauan wajib pajak pemilik kos 
X2 =  Tingkat Pemahaman wajib pajak pemilik kos  
e =  Standar eror 
 
3.6.3 Uji Hipotesis 
3.6.3.1 Uji Statistik F 
Menurut Imam Ghozali (2016, hal:96) uji F digunakan untuk menguji apakah model yang 
digunakan baik, maka dapat dilihat dari signifikansi pengaruh variabel bebas terhadap variabel 
Y = a + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + e 
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terikat secara simultan dengan a = 0,05 dan juga penerimaan atau penolakan hipotesa dengan cara 
merumuskan hipotesis sebagai berikut : 
H0 : b1 = b2 =……= bk = 0 
 
3.6.3.2 Uji Stastistik t 
Menurut Ghozali (2016, hal:98), uji stastistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh 
pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. 
Pengujian dilakukan dengan menggunakan significance level 0,05 (α=5%). 
 
3.6.3.3 Koefisien Determinasi ( R2 ) 
Koefisien determinasi ( R2 ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam 
menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi berada di antara nol dan 
satu.Nilai R2 yang kecil berarti kemampuan variabel–variabel independen dalam menjelaskan 
variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-varibel independen 
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel 
dependen (Ghozali, 2016 hal:95). 
 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 
Awal mulanya Dinas Pendapatan Daerah atau sebelum menjadi Dinas Pendapatan Daerah dulu 
namanya adalah Pajak Daerah (PD). Sekitar tahun 80-an, pajak daerah ini dibagi menjadi dua tim, yaitu 
IPEDA (Instansi Pendapatan Daerah) dan tim DIPEDA (Dinas Pendapatan Daerah). Sekitar enam tahun 
berjalan, IPEDA bergabung dengan DIPEDA yang sekarang disebut dengan DISPENDA (Dinas Pendapatan 
Daerah) Kota Palembang.Sebelum tahun 1975, bagian pajak dan retribusi daerah di daerah tingkat I dan 
tingkat II adalah urusan biro keuangan pemerintahan daerah masing-masing. Hal ini mengacu pada Peraturan 
Daerah Tingkat II Palembang Nomor 9 Tahun 1975 tanggal 11 November 1975 dan merupakan landasan 
terbentuknya Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang yang mempunyai tugas mengelola 
segala hal dibidang pendapatan, penetapan, penagihan pajak, retribusi daerah dan pendapatan daerah lainnya 
yang menjadi hak serta kewenangan pemerintahan Kota Palembang.Berlandasan Peraturan Daerah Nomor 3 
Tahun 1980, maka terbentuklah Dinas Pendapatan Daerah (DISPENDA) Kota Palembang dengan struktur 
dan tata kerja yang bersifat sama diseluruh Indonesia. Hal ini disempurnakan lagi dengan Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 1990 lalu Peraturan Daerah Nomor 67 Tahun 2001 tentang Tugas dan Fungsi Dinas 
Pendapatan Daerah Kota Palembang. Perubahan yang  dilakukan pemerintah karena adanya pertambahan 
penduduk dari usaha menyempurnakan menyelesaikan struktur organisasi DISPENDA Kota Palembang. 
Namun setelah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah, maka struktur organisasi kerja Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang tahun 2008 mengalami 
perubahan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
Dinas Pendapatan Daerah Kota Palembang.Adapun dasar hukum perubahan Undang-undang No.23 Tahun 
2014, Peraturan Pemerintah Nomer 18 Tahun 2016 Perwali Kota Palembang No.74, Per 1 Januari 2017 
Dinas Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang (DISPENDA) mengalami perubahan menjadi Badan 
Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang. 
 
4.2 Hasil Penelitian dan Pembahasan 
4.2.1 Uji Instrumen Data 
4.2.1.1 Uji Validitas 










X.P1 0,216 0,1593 Valid 
X.P2 0,516 0,1593 Valid 
X.P3 0,533 0,1593 Valid 
X.P4 0,364 0,1593 Valid 
X.P5 0,435 0,1593 Valid 
X.P6 0,487 0,1593 Valid 
X.P7 0,324 0,1593 Valid 
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X.P8 0,161 0,1593 Valid 
X2 
X.P1 0,615 0,1593 Valid 
X.P2 0,452 0,1593 Valid 
X.P3 0,764 0,1593 Valid 
X.P4 0,770 0,1593 Valid 
X.P5 0,318 0,1593 Valid 
Y 
Y.P1 0,517 0,1593 Valid 
Y.P2 0,565 0,1593 Valid 
Y.P3 0,663 0,1593 Valid 
Y.P4 0,512 0,1593 Valid 
Sumber : Data diolah SPSS 23, 2018 
 
Nilai r tabel dapat dicari dari daftar nilai-nilai r product moment pada r tabel signifikansi 5% 
dengan uji dua sisi dengan derajat kebebasan (df) = n-2. Jumlah sampel dalam penelitian ini (n) = 
152 dan besarnya df dapat dihitung 152 – 2 = 150, maka didapat r tabel sebesar 0,1593. Dari hasil 
analisis dapat dilihat bahwa nilai corrected total-item correlation (r hitung) dari masing-masing 
variabel> dari nilai r tabel sebesar 0,1593. Karena koefisien korelasi dari 17 butir pertanyaan 
tersebut lebih besar dari 0,1593, maka dapat disimpulkan bahwa ke 17 butir instrumen pertanyaan 
tersebut dinyatakan valid dan dapat dipergunakan untuk penelitian. 
 
4.2.1.2 Uji Reliabilitas 





Cronbach’s Alpha Hasil 
X1 0,693 0,6 Reliabel 
X2 0,798 0,6 Reliabel 
Y 0,764 0,6 Reliabel 
Sumber : Data diolah SPSS 23, 2018 
Pada butir pernyataan/pertanyaan yang diberikan cronbach’s alpha> 0,6 sehingga dapat 
dinyatakan bahwa kuesioner tersebut telah reliabel dan setiap pernyataan/pertanyaan yang diajukan 
dalam kuesioner ini dapat disebarluaskan kepada responden sebagai instrumen dalam penelitian ini. 
 
4.2.1.3 Method of Successive Interval (MSI) 
Data yang diperoleh dari hasil penelitian ini berupa data kuesioner yang menggunakan skala 
ukur ordinal. Sedangkan salah satu syarat untuk dapat digunakannya analisis regresi (parametrik) 
adalah data diharuskan berskala ukur metrik (minimal interval atau rasio). Oleh karena itu, sebelum 
data diolah lebih lanjut dalam pengujian selanjutnya, data yang diperoleh akan dinaikkan skala 
ukurnya menjadi interval dengan menggunakan metode MSI (Method of Successive Interval). 
 
4.2.2 Uji Asumsi Klasik 
4.2.2.1 Uji Normalitas 
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas 
Keterangan Unstandardized Residual 
Nilai Kolmogorov Smirnov 0.052 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0.200 
Sumber : Data diolah SPSS 23, 2018 
Besarnya nilai Kolmogorov Smirnov adalah sebesar 0,052 dengan signifikansi 0,200 yang 
berarti bahwa nilai asymp. sig. (2-tailed)> 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh 
variabel independen dan dependen yang digunakan dalam pengujian mempunyai distribusi data 




4.2.2.2 Uji Heteroskedastisitas 
Tabel 4.4 Hasil Uji Heteroskedastisitas 
Model Sig. 
Kemauan Membayar Pajak (X1) 0,629 
Tingkat Pemahaman Wajib Pajak (X2) 0,293 
Sumber : Data diolah SPSS 23, 2018 
Diperoleh nilai signifikansi dari variabel independen adalah Kemauan Membayar Pajak 
sebesar 0,629 dan Tingkat Pemahaman Wajib Pajak sebesar 0,293   bernilai lebih besar dari 0,05, 
yang artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap nilai 
absolut residualnya. Dengan demikian, asumsi non heteroskedastisitas model regresi terpenuhi. 
 
4.2.2.3 Uji Linearitas 
Tabel 4.5 Hasil Uji Linearitas 
Keterangan Sig. 
Y * X1  Between Groups     Linearity 0,001 
Y * X2  Between Groups     Linearity 0,000 
Sumber : Data diolah SPSS 23, 2018 
Berdasarkan tabel diatas, menyatakan bahwa nilai sig. linearity pada X1 dan X2  terhadap Y 
adalah 0,001 dan 0,000, yang berarti nilai sig. linearity < 0,05. Hal ini membuktikan bahwa nilai 
tersebut memperoleh informasi model impiris yang bersifat linearitas. 
 
4.2.2.4 Analisis Regresi Linear Berganda 





1  (Constant) 
Kemauan               
membayar pajak 
Pemahaman membayar 









Sumber : Data diolah SPSS 23, 2018 
 
Dari tabel di atas, diperoleh persamaan regresi linear berganda adalah sebagai berikut : 
Y = α + β1 X1 + β2 X2  
 Y = 5,091 + 0,098 X1 + 0,330 X2 
Keterangan : 
X1 = Kemauan Membayar Pajak 
X2 = Tingkat Pemahaman Wajib Pajak 
Y = Kepatuhan Membayar Pajak  
 
4.2.3 Uji Hipotesis 
4.2.3.1 Uji F 
    Tabel 4.7 Hasil Uji Simultan (Uji F) 
Model F Sig 
1 20,131 0,000 
Sumber : Data diolah SPSS 23, 2018 
Berdasarkan hasil perhitungan tabel diatas menunjukan bahwa nilai Fhitung sebesar 20,131 (sig 
F= 0,000) sedangkan nilai Ftabel untuk taraf nyata (α) sebesar 5% serta dfl = 152-3 = 149 adalah 
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sebesar 2,67 sehingga f hitung 20,131 > dari pada Ftabel 2,67 dan sig f < 0,05 (0,000 < 0,05). Dengan 
demikian semua variabel diterima yang berarti secara bersama-sama variabel kemauan membayar 
pajak (X1), tingkat pemahaman wajib pajak (X2) mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel 
kepatuhan membayar pajak (Y). 
 
4.2.3.2 Uji t 
Tabel 4.8 Hasil Uji t 
Model T Sig. 
Kemauan membayar pajak (X1) 1,771 0,079 
Tingkat Pemahaman wajib pajak (X2) 4,948 0,000 
Sumber : Data diolah SPSS 23, 2018 
 
Berdasarkan hasil penelitian di atas, kemauan membayar pajak dan tingkat pemahaman wajib 
pajak mempunyai nilai yang signifikan 0,079 dan 0,000, yang artinya nilai ini lebih kecil dari 0,05 
dengan t hitung sebesar 1,771 dan 4,948 dibandingkan dengan t tabel 1,97601 yang berarti t hitung 
> t tabel, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa kemauan membayar pajak (X1) tidak 
berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak (Y) karena nilai siginifikan lebih besar 
dari 0,05 sehingga t hitung < t tabel, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Tingkat pemahaman wajib 
pajak (X2) berpengaruh terhadap Kepatuhan membayar pajak (Y) karena nilai signifikasi yang lebih 
kecil dari 0,05 dan t hitung > t tabel, maka H0 ditolak dan H1 diterima. 
 
4.2.3.3Uji Koefisien Determinasi (R2) 
   Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Model R Square 
1 0,213 
Sumber : Data diolah SPSS 23, 2018 
 
Dari tabel diatas, menunjukkan nilai R Square sebesar 0,213 artinya persentase pengaruh 
varibel Kemauan membayar pajak dan Tingkat pemahaman wajib pajak sebesar 21,3%, sedangkan 
sisanya 78,7% dipengaruhi oleh banyak faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1  Kesimpulan 
     Berdasarkan pembahasan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa: 
1. kemauan membayar pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak rumah 
kos. menyatakan bahwa kemauan bukan faktor utama yang bisa mempengaruhi kewajiban membayar 
pajak. karena pemilik kos merasa keberatan bahwa usahanya tersebut dikenakan tarif pajak 10% yang 
disamakan dengan tarif pajak hotel. Sedangkan dari segi fasilitas, dan pemungutan pembayaran saja 
berbeda kalau hotel biayanya double yaitu biaya sewa dan langsung dikenakan pajak 10% sementara 
kos biayanya hanya dikenakan biaya penginapannya saja. Penghasilan kos terkadang meningkat dan 
menurun belum lagi harus membayar tagihan listrik, air, penjaga kos yang pengeluaran setiap 
bulannya. Rata-rata pemilik kos demi menopang kebutuhan hidupnya memanfaatkan penghasilan 
usahanya itu untuk menutupi kebutuhannya. terkait dengan pemenuhan kebutuhan hidup yang tinggi 
yang membuat kurangnya kemauan wajib pajak untuk membayar pajak kos. sehingga jika kemauan 
wajib pajak kurang maka akan mempengaruhi tingkat kepatuhan membayar pajak. 
2. Tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak rumah 
kos. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh positif antara pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan 
membayar pajak, menunjukkan bahwa wajib pajak memahamai tarif yang telah diberlakukan oleh 
peraturan perpajakan, selalu mengikuti sosialisasi yang diadakan oleh pihak BPPD Kota Palembang, 
serta memahamani peraturan pajak yang ada. 
 
5.2 Saran 
Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka penulis akan memberikan beberapa saran 
untuk Badan Pengelolaan Pajak Daerah Kota Palembang dan peneliti selanjutnya yang akan dijabarkan 
sebagai berikut :  
12 
 
1. Saran untuk BPPD Kota Palembang 
a. Perlu ditingkatkan lagi sosialisasi mengenai pajak rumah kos kepada wajib pajak pemilik usaha 
kos sehingga wajib pajak lebih memahami mengenai pajak rumah kos yang sesuai dengan 
aturan perpajakan. 
b. Pemerintah harus membedakan antara pajak rumah kos dan pajak hotel sehingga para wajib 
pajak pemilik usaha kos tidak merasa keberatan  
2. Saran untuk peneliti selanjutnya 
Penelitian ini tidak terlepas dari kesalahan dan kelemahan. Untuk itu, penulis memberikan beberapa 
saran untuk peneliti selanjutnya agar penelitian selanjutnya dapat lebih baik lagi, yaitu : 
a. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas penelitian bukan hanya terbatas pada BPPD 
Kota Palembang saja, namun dapat meneliti diluar Kota Palembang sehingga hasil data yang 
didapat lebih banyak supaya dapat menghasilkan hasil yang maksimal. 
b. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperbanyak sampel, menambah indikator dalam 
penelitian berikutnya dan menambah variabel independen lain yang dapat mempengaruhi 
kepatuhan membayar pajak, seperti pengaruh penyuluhan perpajakan oleh pemerintah, pengaruh 
sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan. 
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